BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : M) [ 388 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang

"~ Mengingat

a.

TINGKAT DESA TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,
menyatakan  tugas  Panitia Kabupaten  berupa
menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara,
memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan
kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya dan
menyampaikan surat suara dan kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia
Pemilihan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mendelegasikan
Sebagian Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa Tahun 2022;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
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Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Mendelegasikan sebagian Tugas Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tingkat Desa Tahun 2022.

Pendelegasian sebagian Tugas Panitia sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU meliputi:

a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan
kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan

c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia
Pemilihan.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 lyii 2022

BUPATI SUKOHARJO, /‘

¢ ETIK SURYANI

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Panitia yang bersangkutan.




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 44> / %39 TAtunN 2022
TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Menimbang :

Mengingat :

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor: 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022  tentang
Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku,
menyatakan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai
daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku;

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022
tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat
Penyakit Mulut dan Kuku, menyatakan Kepala Daerah
dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit
mulut dan kuku untuk percepatan penanganan
penyakit mulut dan kuku pada daerah masing-masing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keadaan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 36);

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015

tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan
Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 300);

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS /
PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah
Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan
Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan
Kuku;

Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Nomor 2 Tahun 2022
tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;




Menetapkan

KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Keadaan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

Dalam keadaan Darurat sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, perlu dilakukan dilakukan penanganan dengan:

a. memerintahkan kepada Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan upaya
penanggulangan darurat yang ditujukan  untuk
mencegah dan mengendalikan wabah Penyakit Mulut
dan Kuku (PMK) dengan memutus rantai penularan
melalui kegiatan vaksinasi;

b. memerintahkan kepada Camat untuk melakukan
fungsi koordinatifnya sehingga terwujud sinergi dan
peran masing-masing sektor dalam upaya
penanggulangan darurat PMK di Tingkat Kecamatan
dan Desa; dan

¢. memerintahkan setiap Pusat Kesehatan Hewan dan

jaringannya wajib memberikan pelayanan kepada
ternak terpapar PMK dengan kewenangan dan
prosedur yang ditetapkan.
Jangka waktu keadaan darurat PMK di Kabupaten
Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
berlaku sejak tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 31
Desember 2022.
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli
2022.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 40 Juli F0%2
BUPATI SUKOHARJO, /‘
Z-

A ETIK|SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1.

2.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana di Jakarta;

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta;

. Direktur Kesehatan Hewan selaku Otoritas
Veteriner Nasional di Jakarta;

. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;



7.

8.

9.

10.

11.

12,
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Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di

Sukoharjo;
Komandan Komando Distrik Militer 0726
Sukoharjo di Sukoharjo;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat  Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.




